BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 392, 2016 KEMENHUB. Kebijakan Akuntansi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 22 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan pemerintah pusat sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015
Tahun 2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN berupa
ATB pada Entitas Pemerintah Pusat, perlu diatur kembali
ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan KM 05 Tahun
2009 tentang Kegiatan Akuntansi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan tidak sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Mengingat

Menetapkan

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kebijakan

Akuntansi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5178);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1470);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.

www.peraturan.go.id



2016, No. 392

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan  menyajikan laporan  keuangan
pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis
akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

3. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri
dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut
ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4. Entitas Akuntansi adalah wunit pemerintahan yang
menyelenggarakan akuntansi, menyusun dan menyajikan
laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang
yang dikelolanya, dan menyampaikan kepada entitas
pelaporan.

5. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan
atas Laporan Keuangan.

6. Neraca adalah komponen laporan keuangan yang
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal

tertentu.
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7. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah komponen
laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai
realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas
pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para
pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumbersumber daya ekonomi,
akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap
anggaran.

8. Laporan Operasional (LO) adalah komponen laporan
keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

9. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah komponen
laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya
pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode
bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung
menambah /mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

10. Catatan Atas Laporan Keuangan (CalLK) adalah
komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan,
daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan
dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan
LPE. Termasuk pula dalam CalLK adalah penyajian
informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan
lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan
keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau
komitmen-komitmen lainnya.

11. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek
pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas.

12. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk
memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen,

dan manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan
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kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh
Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan
pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang
diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang
yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk
digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam
kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,
investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan
piutang jangka panjang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya = ekonomi pemerintah. Kewajiban
diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kewajiban
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya
menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas
diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan
Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak
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pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan LO
apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas
suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi
pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk
sumber daya ekonomi.

20. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau
biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam
periode pelaporan yang berdampak pada penurunan
ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.

21. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas
umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih
(SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar
kembali.

22. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah semua
entitas akuntansi (KPA/KPB) di lingkungan Kementerian
Perhubungan yang menggunakan sumber dana dari
APBN.

(2) Entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk Instansi lain yang menerima dana alokasi dari
anggaran Kementerian Perhubungan yang bersumber dari

APBN.
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BAB III
KEBIJAKAN

Pasal 3
Kebijakan Akuntansi Kementerian Perhubungan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri ini di susun berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dan Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Kementerian Perhubungan bertujuan

untuk :

a. memberikan pedoman bagi entitas Akuntansi dan Entitas
Pelaporan pada Kementerian Perhubungan dalam
menyusun Laporan Keuangan;dan

b. memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan
Entitas Pelaporan pada Kementerian Perhubungan yang
mempunyai transaksi/ spesifik yang belum/tidak diatur

dalam standar.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Kementerian Perhubungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. kebijakan akuntansi tentang pendahuluan kebijakan
akuntansi keuangan, adalah sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. kebijakan akuntansi tentang kebijakan pelaporan
keuangan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

c. kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi kas dan
setara kas, adalah sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

d. kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi

investasi, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
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IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

e. kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi piutang,
adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

f. kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi
persediaan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

g. kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi aset
tetap, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

h. kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi aset
lainnya, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

i. kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi
kewajiban/utang, adalah sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

j- kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi ekuitas,
adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

k. kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi
pendapatan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

1. kebijakan akuntansi tentang kebijakan akuntansi beban
dan belanja, adalah sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2009 tentang
Kegiatan Akuntansi di Lingkungan Departemen Perhubungan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 22 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI KEUANGAN

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Penierinitahan (PSAP) No. 01
mengenai Penyajian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi
adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvesi-konvensi, aturan-aturan, dan

praktile-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusundn dan penyajian laporan keuangar.

Kebijakan alkuntansi meliputi:

(&) Definisi

Yaitu pengertian dari masing-masing pos-pos Neraca maupun pos-pos

Laporan Realisasi Aniggaran.

(b) Pengakuan

Pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang

memenuli unsur serta kriteria pengakuan. Kriteria pengakuan tersebut

meliput:

1) Ada kemungkinan baliwa marifaat ekonomi yang berkaitan dengan pos

tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas.

2) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya vang dapat dinkur dengan

andal,

Pengakuan dinyatakan dengan menyatakan pos tersebut baik dengan kata-
kata maupun dengan jumilah uang atau dicantumkannya ke dalam Nerazca
atau Laporan Realisasi Anggaran. Kelalaian untuk mengakul pos semacam

itu tidak dapat dikoreksi melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang

digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.
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(¢) Pengukuran
Pengukuran adalah penetapan nilal snatn pos, vang berupa biaya atau nilai
yang dapat dinkur dengan tingkat keandalan tertentu. Pada banyak kasus,
biaya atau mnilai harus diestimasi, penggunaan estimasi yang layak
mernpakan bagian penting dalam penyusunan laporan kenangan tanpa
mengurangi tingkat keandalan. Namun demikian kalau estimasi yang layak
tidak mungkin dilakukan, pos tersebut tidak diakui dalam laporan

kenangan.

(d) Penyajian
Penyajian  berhubungan dengan pengklasifikasian, penjelasan, dan
pengungkapan pos-pos laporan keuangan dalam lembar muka laporan

keuangan maupun dalam catatan atas laporan keuangarn.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian
laporan keuangan pemerintahh untuk tujuan umum dalam rangka menjaga
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan

keterbandingan laporan kenangan antar periode.

A. Maksud dan Tujuan Kebijakan Akuntansi

1. Peranan Pelaporan Keuangan
Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi
yvang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang
dilakukan oleh pemerintah selama satu periode pelaporan. Laporan
kenangan pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan
realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah
ditetapkan, menilai kondisi keuarigan, menilai efesiensi dan efektivitas
kevangan pemerintali, dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap peraturan perundang-undangan. Kementerian/lembaga
mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelelaan
keuangan negara secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode

pelaporan untuk kepentingan:
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8 Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya seita
pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada
pemerintall dalam mencapal tujuan yang telah ditetapkan secara

petiodik.

= Manajemen
Membantu para pengguna laporan kenangan untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pemerintahh dalam periode pelaporan
sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan
pengendalian atas seluruli aset, kewajiban, dan ekuitas dana
pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat Dberdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak ontuk mengetahui secara terbuka dan menyelurnoh
atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber
daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap
peraturan perundang-undangarn.

. Keseimbangan Antargenerasi (infergenerational eguity)
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui
apakah penerimaan pemerintah pada periode pelaporan cukup
untuk membiayai selurul pengeluaran yang dialokasikan dan
apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut

menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuarngan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh
kementerian/lembaga.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja
keuangari kementerian/lembaga yang bermarfaat bagi para penggutia
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi
sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan pemerintah adalah untuk
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menydjikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputtsan

dan untuk menunjukkan akuntabilitas kementerian/lembaga atas

sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

» mienyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

¢ prenyediakan informasi mengenai kesesualan cara meniperoleh
sumber daya ckononi dan alokasinya dengan anggaran yang
ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

* menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi
vang digunakan dalam keglatan kementerian/lembaga serta hasil-
hasil yvang telah dicapai;

o menyediakan informasi mengenai bagaimana kementerian/lembaga
mendanai sehuruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

o menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi
kementerian/lembaga  berkaitan  dengan sumber-sumber
penerimaaniya, baik jangka pendek maupun jangka paiijang,
termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;dan

s menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
kementerian/lembaga, apakah mengalami kenaikan atau
penurunan, sebagai akibat kegiatan yvang dilakukan selama periode

pelaporan.

B. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi

1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalali unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau

lebihh entitas akuntansi yang menurut ketentoan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa

laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan

perundang-undangan, yang umuwmnya bercirikan:

a.
b.

C.

Entitas tersebut dibiayai cleh APBEN/APBD,

Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintalhh vang diangkat
atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat

Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun
tidak langsung kepada wakil rakvat sebagai pihiak yang menyetujui
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anggararn.
Sesunai dengan ketentuan tersebut maka vang menjadi entitas pelaporan di
kementerian ini adalah Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh
Menteri Perhubungan., Entitas pelaporan berkewajiban menyusun dan
menyvajikan laporan keuangan gabungan tingkat kementerian berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Entitas Akuntarisi
Kuasa pengglna anggaran/pengguna barang merupakan entitas
akuantansi. Kuasa pengguna anggdarail menyelenggarakan akuntansi,
menyusun dan menyajikan laporan keuangan sehubungan dengan
anggaran/barang yang dikelolanya, dan menyampaikannya kepada entitas
pelapordan. Kuasa pengguna anggaran/barang sebagdl entitas akuntansi
melimpahkan  wewenangnya  kepada pejabat yang —membidangi
kesekretariatan/pejabat yang ditunjuk di lingkungannya sebagai Pejabat
unit akuntansi keuangan untuk menyelenggarakan akuntansi keuangan
dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan terseburt
disampaikan secara berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka

penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

C. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan
yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna
laporan Kkeuarnigan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan,
Berikut ini adalah delapan prinsip yvang digunakan dalam akuntansi dan

pelaporan keuangan pemerintah:

1. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemetintah
adalah basis kas tmtuk pengaluan pendapatan, belanja dan pembiayaan
dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan

aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan
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Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan penibiayaan
diaknui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara atan oleh
entitas pelaporan. Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakni pada saat
kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara atau entitas pelaporan.
Basis akrual untuk Neraca berarti bahiwa aset, kewajiban, dan ekuitas
dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat
kejadian atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan
pemerintall tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar.

. Nilai Historis (Historical Cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau
sehesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset
tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas daii
setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajibhan
di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai
historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebily
obyektif dan dapat diverifikasi. Jika tidak terdapat nilai historis, dapat

digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait,

. Realisasi (Realization)

Bagi pemerintah, pendapatan vang tersedia vang telah diotorisasikan
melalui anggaran pemerintall selama suatu talun fiskal akan digunakan
untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak
temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle] dalam
akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana

dipraktikkan dalam akuntarnsi komersial.

. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi
serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau
peristiwa lain tersebut perhu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi
dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya saja.
Apabila substansi transaksi atan peristiwa lain tidak konsisten/berbeda
dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan

jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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Periodisitas (Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keunangan entitas pelaporan perla dibagi
menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat divukur
dan posisi snmber daya vang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama
yang digunakan adalah tahunan. Demikian juga pericde bulanan; triwulan

dan semesteran.

Konsistensi (Consistency)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian varig
serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip
konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak beleh terjadi
perubahan dar satu metode akuntansi ke metode akuritansi yang lain.
Metode akuntarnsi yang dipakai dapat dinbah dengan syarat bahiwa metode
yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik
dibanding metode lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan

penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Laperan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan
oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan aleh pengguna laporan
keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka {on the face) laporan

keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Laperan: keuangan harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi
penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian
peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan
mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan
pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan
sehat mengandung unsutr kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan
dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak
dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan

terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan schat tidak
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memperkenankan, misalnya, pembentitkan cadangan tersembunyi, sengaja
menetapkan aset atau pendapatan yvang terlampan rendah, atau sengaja
mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, schingga laporan

keuangan menjadi ddak netral dan tidak andal.

D. Asumsi dasar pelaporan keuangan

3,

1. Asumsi Kemandirian Entitas

Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai
kewajiban untik menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi

kekacauan antai nnit instansi pemerintah dalam pelaporan keuarigan.

. Asumsi Kesinambungan Entitas

Laperan keuangan disusun derigan asumsi bahiwa entitas pelaporan akan
berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak
bermiaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jarnigka
pendek.

Asumsi keterukuran dalam sataan uang (menetary measurement)

Laperan keuangan entitas pelaporan harns menyajikan setiap kegiatan
yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan aang. Hal ini diperlukan
agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam

akuntansi.

. Karakteristik Laporan Kenangan

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat
di dalamnya dapat mémpengaruhi keputusan pengguna dengan membantu
mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi
masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di
masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan
dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang

relevan harus:

(). Memiliki manfaat umpan balik (feedback wvalue), artinya laporan

keunangan pemerintah memuat informasi yang memurngkinkan
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pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa
lalhu.

(b). Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya laporan kenangan
pemerintaly memuat informasi vang dapat membantu pengguna untuk
memprediksi masa yang akan datang berdasarkain hasil masa lalu dan
kejadian masa Kini.

(c). Tepat waktu, artinya laporan keuangan pemerintah memberikan
informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan
berguna dalam pengambilan keputusan.

(d). Lengkap, artinya laporan keuarigan pemerintah menyajikan informasi
akuntansi kenangan pemerintah selengkap mungkin yaitu mencakup
semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan. Informasi yvang melatarbelakangi setiap butir informasi
utama yang termuat dalam laporan keuangan dinngkapkan dengail
jelas agar kekelimuan dalam penggunaan informasi tersebut dapat

dicegah,

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan Dbebas dari pengertian yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,
serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat
atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi
tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal
memenuhi karakteristik:

(). Penvajian Jujur, artinya laporan keuangan pemerintah
menggambarkan infermasi yang jujur atas transaksi serta peristiwa
lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
diharapkan untuk disajikan.

(b): Dapat diverifikasi fverifiability), artinya laporan keuangan pemerintah
harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian
dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus
tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

(c). Netralitas, attinya laporan keuangan pemerintah memberikan
informasi yang diaralikan pada kebutuhan umum dan tidalk berpihak
pada kebutuhan pihak tertentu.
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3. Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laperan kenangan akan lebili berguna jika
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pericde sebelumnya atau
laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan
dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara
internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan
akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan seécara eksternal
dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan
akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan
kebjjakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang
sekarang diterapkan, perubahan tersebut dinngkapkan pada periode

terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami
olehh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang
disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu,
pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas
kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan
pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN
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TENTANG

KEBIJAKAN  AKUNTANSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN

A. KERANGEKA DASAR

L.

Tujuan Laporan Kenangan

Tujuan umum laporan keuangan di lingkungan Kementerian

Perhubungan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuarigan,

realisasi anggardan, hasil operasi, dan perubaban ekuitas suatu entitas

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dava.

Secara spesifik, tujuan pelaperan keuangan pemerintah adalah untuk

menyajikan informasi yang berguna bagl pengambilan keputusan dan

untuk menumnjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber dava

yang dipercayakan kepadanya. Penyajian informasi ontuk tojuan

alamtabilitas ini antara lain dilakukan dengan:

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas pemerintal;

b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
elkonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi,

d. menyediakan mformasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannys;

e. meiyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuli kebutuhan kasnya;

f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintalh wuntuk
membiayai penyelenggaraarn kegiatan pemerintahan;

g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
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Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan
Pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan

bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kompomnen Laperail Kenangain

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: Neraca, Laporan
Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Bahasa Laporan Keuarigan

Laperan keuangan harus disusun dalam bahasa Indoenesia.

Mata Uang Pelaporan
Pelaporan harus, dinyatakan dalam mata ovang rupiah. Penyajian
neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari
rupiahh  harus dijabarkan dalam mata vang rupiah dengan
menggunakan kurs tengalh Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana
dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata
uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka fransaksi dalam mata
uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi,
yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata nang
asing fersebut. Dalam hal tidak fersedia dana dalam mafa uang asing
yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut
dibeli dengan mata nang asing lainnya, maka:

a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan

dengan menggunakan kurs transaksi;
b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam

rupiah berdasarkan kurs terigah bank sentral pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan
transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs
sesual dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP, IPSAP dan Buletin
Teknis SAP serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur

tentang transaksi dalam mata nang asing,
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Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan  prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu

entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencalkap

semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP.

Kebijjakan akuntansi disusun untuk memastikan baliwa laporan

keuangan dapat menvajikan informasi yang:

4.

relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk

pengambilan keputusan;

b. dapat diandalkan, dengan pengertiai:

C.

1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan
entitas;

2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau
transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;

3) netral, yaitn bebas dari keberpihakan;

4) dapat diverifikasi;

3) mencerminkan kehati-hatian; dan

6) mencakup semua hal yang material,

dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat

dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada wmumnya.

dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan

dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat

pemahaman para pengguna. Dalam melakukan pertimbangan

untuk penetapan kebijakan akuntansi dengan memperhatikan:

1) persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang

mirip dengan masalah terkait;
2) definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban,
ckuitas, pendapatan-L.O, beban, pendapatan-LRA; belanja;
8) peraturan perundangan terkait pengelolaan  keuangan

pemerintah pusat sepanjang konsisten dengan huruf a dan b,

2016, No. 392

www.peraturan.go.id



2016, No. 392

-24-

Penyajian Laporan

a.

Laperan kenangan harns menyajikan Secara wajar posisi
keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan
ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan
ketentuan yang berlakn.
Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut uratan
likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu
Jjatuh temponya.
Laporan Operasional menggamparkan pendapatan dan beban
yang dipisahkan menuriit karakteristiknya dari kegiatan
utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan
tugas dan fungsinya.
Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis
dengan wurutan penyajidn sesual komponen otamanya yang
merupakan bagian yang tidak tferpisahkan dari laporan
keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan Kkeuangan
berkaitan dengan pes-pos dalam mneraca, laporan operasional,
laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan ekuitas yang
sifatnya memberikan penjelasan, balk yang bersifat kualitatif
maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta
transaksi-transaksi lainnya.

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan

menggunakan ukuran kualitatif seperti “sebagian besar” untuk

menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus
dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

1) Perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi dapat
diubalr apabila terdapat perubahan kondisi yang
mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh
material dari perubahan yang terjadi baik pada periode
berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh
atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam
LO pada periode perubahan dan pericde selanjutnya sesuai
sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat
aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-

tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut
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Pengaruli perubahan terhadap LO taluwin perubahan dan

tahnn-tabhon selanjutnya dinngkapkan di dalam CaLK.

2) Perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi dapat
diubalh apabila:

4) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda
diwajibkan oleh peraturan perundangan atan SAP yang
berlaku; atau

b) diperkirakan baliwa perubahan tersebut akan
menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang
lebih sestiai dalam laporan keuangan.

3) Kesalahan mendasar. Koreksi kesalahan mendasar dilakukan
secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk
seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap

masa sebelum periode sajiarni.

8. Konsistensi
a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian vang
serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas
pelaporam (prinsip konsistensi infernal), Hal ini fidak berarti bahwa
tidak beleh terjadi perubahan dari satn metode akuntansi ke metode
akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat
diubah dengan syarat bahwa metode vang baru diterapkan mampu
memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.
Pengarul atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar
periode harus kongisten, kecuali:
1) fterjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas
pemerintahan; atau
2) perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pes dalam laporan keuangan
diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu
direklasifikasi tetapi harus diunigkapkan secara memadai di dalam

CaL.
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9. Materialitas

a.

b.

penvajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan
keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat
digabongkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
informasi dianggap material apabila kelalaian untuk
mencantunikan atau kesalahan dalam pencatatan informasi

tersebut dapat memengarihi keputusan yang diambil.

10. Periode Pelaporan

Laperan kenangan wajib disajikan secara talnan berdasarkan talnan

takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk pericde yang lebih

pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya

stafu entitas barn. Penyajian laporan keuarigan unfuk periode yang

lebih pendek dari satu tahun takwim dijelaskan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

11. Informasi Komparatif

a.

.

Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan  secara
keomparatif dengan periode yang sama pada tahnn sebelhumnya.
Khusus Neraca interim, disajikan secara komparatif dengan neraca
akhir taliun sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan
realisasi anggaran interim disajikan mencakup periode sejak awal
tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang
dilaporkan.

Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari
laporan keuangan periode sebelumnya waijib diungkapkan kembali
apabila relevan untuk pemahaman laporan keuarigan periode

berjalan.

12. Laporan Keuangan Interim

a.

Laporant keuangan interim adalalhh laporan keuangan yang
diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus
dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode fahunan.
Penyusunan laperan interim dapat dilakukan secara bulanar,

triwulanan, atau semesterarl.
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b. Laporan keuangan interini memuat komponen yang sama seperti
laporan keuangan tahunan vang terdiri darl neraca, laporan
realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas,

dan catatan atas laporan keuangan.

13. Laporan Keuangan Kensolidasian

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan
entitas digabungkan satn persatu dengan menjumlabhkan unsur-ansur
yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan
beban, Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan
informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka
perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

a. Transaksi dan saldo resiprokal antara Bendahara Umum Negara
dan Kementerian Perhubungan dieliminasi.

b. Laporan keuangan kornsclidasian disusun dengan menggunakan
kebijakan akunfansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan
keadaan yang sama atau sejenis.

c. Laporan keuangan konsolidasian pada Kementerian Perhubungan
scbagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan Badan

Layanan Umuim.

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:

1. Neraca;

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

3. Laporan Operasional (LO);

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

5. Qatatan atas Laporan Keuangan (Calk).

C. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN
Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas
informasi yang terdapat dalam laperan keuangan. Hal ini disebabkan
laporan keuangan meniliki keterbatasan, antara lain:
1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi
atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam laporan
keuarnigan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter

bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut (lebili besar/lebih
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kecil) karena pemakaian atau pun pengaruth dari inflasi yang berakibat
pada naiknya nilai aset dibandingkan pada periode sebelumnya.
Bersifat vmum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak
pengguna. Biasanya informasi khusus vang dibutulikan oleh pihak
tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari
laporan keuangati.

Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbarigan dan taksiran.
Hanya melaporkan informasi vang bersifat material.

Bersifat komservatilf dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya
apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai
penilaian suatu pes, maka dipilih alternatif yang menghasilkan
pendapatan bersih atau nilail aset yang paling kecil.

Lebih menekankan pada penvajian transaksi dan peristiwa sesuai
dengan substansi dan realitas ekonomi dan buokan hanya bentuk
hukumnya (formalitas). Adanya berbagai alternatif metode akuntansi
yang dapat digunakan, sechingga menimbulkan variasi dalam

pengukuran snmber dava ekonomi antar instansi pemerintah pasat.
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LAMPIRAN 111 PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  FM'22 TAHUN 2016
TENTANG

EEBIJAKAN AKIUNTANSL DI
KEMENTERIAN FERHUBIINGAN

=

INGEUNGAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. DEFINISI

Kas dan Setara Kas merupakan kelompek akun yang digunakan untuk
mencatat kas dan setara kas yang dikelola clehh Bendahara Umum Negara
dan Kementerian Perhubungan. Kas adalah uang tunai dan salde
simpanan di bank vang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan pemerintahan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek
pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan
nilai yang signifikan, serta memponyai masa jatubh tempo 3 (tiga) bulan

atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

B. JENIS-JENIS

Dilihat dari bentukniya maka Kas dan Setara Kas dapat dibagi dalam 3
Klasifikasi besar yaitu:
1. Uang Tunai.
terdiri atas uang kertas dan koin dalam mata uang rupiah yang
diknasai oleh pemerintah, termasuk didalamnya nang tonai dan koin
dalamn mata nang asing.
2. Saldo Simpanan di Bank.
adalah seluruh salde rekening pemerintah yang setiap saat dapat

ditarik atan digunakan untuk melakukan pembayaran.
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Setara Kas.
adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan

nienjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai vang signifikan, serta

dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas antara lain adalah

deposito pemerintah yvang berumur 3 (tiga) bulan,

Kas dan Setara Kas yang dikelola di Kementerian Perhubungan antara lain

terdiri dari:

.

Kas di Bendahara Penerimaan, adalah saldo kas yang dikelola oleh
bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di
lingkungan Kementerian Perhubuingan setelah memperoleh persetujuan
dari pejabat vang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
Kas di Bendahara Pengeluaran, adalah saldo uang persediaan yang
dikelola oleh beridahara pengeluaran yang harus
dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengelnaran
Kementerian Perhubungan.

Kas dan setara kas di Badan Layanan Umum (Kas di BLU), adalah saldo
kas pada instansi pemerintahh yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan BLU di Kementerian Perhubungan yang merupakan bagian
dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan. IKas di BLU dapat
disimpan dalam bentuk tunai atau disimpan pada rekening di bank
oleh bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Perhubungan
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kas lainmya yang
dikelola Kementerian Perhubungan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan adalah saldo kas pada Kementerian Perhubungan selain
dari Kas di Bendaliara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan

Kas di BLU. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bungea,
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jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian Dbelanja yang belum
disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum
dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah Ilangsung

Kementerian Perliubuingan.

C. PENGAKUAN

_EI

Kas dan setara kas diakui pada saat:
1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
2. Penguasaan danj/atau kepemilikan kas telah Dberalih kepada

pemerintah.

. PENGUKURAN

Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam
nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asinig miaka nilainya
disajikan dalain neraca herdasarkan nilai translasi (penjabaran) mata nang
asing tersebut terhadap rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral
pada tanggal neraca,

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Neraca. Berikut adalah ilustrasi

penvajian Kas dan Setara Kas pada neraca;

2016, No. 392
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KANTOR/SATKER ABC

NERACA
Fer 31 Desember 20X 1
URAIAN JUMLAH
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Sctara Kas
Kas di Bendahara Penerimaan KXXX
Kas di Bendaliara Pengeltiaran XXXX
Kas di Badan Layanan Umum KXXX
Setara Kas XXXX
ASET TETAP KXXX
ASET LAINNYA XXXX
KEWAJIBAN XXXX
EXUITAS XXKX

Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dijelaskan, diperinci dan diberikan

analisa dalam Catatan atas Laporan Keuangan (Cal.K). Beberapa hal yang

perlu diungkapkan dalam CalK antara lain:

1. Penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki dan

dikuasai pemerintah;

2. Pengungkapan informasi penting lainnya yang disvaratkan olehh PSAP

vang belum disajikan pada lembar muka laporan kenangar.
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F. ILUSTRASI JURNAL

Penerimaan Kas

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas
Umum Negara yang menambalh saldo uang negara. Jurnal penerimaan kas
pada Rekening Kas Unitimi Negara yang dibuktikan di Buku Besar Kas dan

Buku Besar Akrual adalah sebagai berikut:

Akun Uraian Akun Debit |
Kredit
11 1xxx Kas dan Setara Kas 999.999
313121 Diterima dari Entitas Lain
999.999

Penamhahan uang negara, ditinjau dari sumbernya, dikelompokkan sebagai

berikut:

1. Pendapatan Bukan Pajak dan Hibah.

2. Penerimaan Negara Lainnya (Pengembalian Belanja, Penjualan Aset
Tetap, dan sebagainya).

Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas

Umum Negara yang mengurangi kas negara. Jurnal pengeluaran kas dari

Rekening Kas Umum Negara yang dibukukan di Buku Besar Kas dan Bukua

Besar Akrual adalah sebagai berikut:

Akun Uraian Akun Debit |
Kredit

313111 Ditagihkarn ke Entitas Lain 999,999
111xxx Kas dan Setara Kas

2016, No. 392
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Penglirangan tang negara, ditinjau dari peoyebabnya, dikelompokkan
sebagai berikut:

1. Belanja Negara (atau Beban yang berakibat pada pengeluaran kas).

2. Pengeluaran Negara Lainnya. (Contohniya; pengembalian pendapatan dan

penyelesaian kewajibamn).

G.PERLAKUAN KHUSUS

Rekening Dana Kelolaan pada BLU adalah rekening yang dipergunakan
untuk menampung dana yang tidak dimasukkan ke dalam rekening
Operasionnal BLU dan Rekening Pengelolaan Kas BLU., Rekening Dana
kelolaan ini digunakan wuntuk menampung antara lain Dana bergulir
dan/atat dana yang belum menjadi hak BLU serta dana yang dibatasi
penggunaanya. Dengan demikian, Rekening Dana Kelolaan tidak dapat
diklasifikasikan sebagai Kas atau Setara Kas melainkan sebagai Aset

Lainnya.

MENTERI PERHUBUNGAN
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LAMPIRAN 1V PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 22 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

[nvestasi adalah aset vang dimaksndkan untok memperoleh manfaat
ekonomi seperti bunga, dividen, dan manfaat sosial, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyvarakat. Kebijakan Akuntansi [nvestasi berlaku pada Satker PK BLU di

lingkungan Kementerian Perhubungan.

1. Definisi

lavestasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan

dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai

dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek harns memeruihi

karakteristik sebagai berikut:

a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

b. Investasi tersebuf ditnjnkan dalam rangka manajemen kas, artinya
Kementerian Perhubungan dapat menjual investasi tersebut apabila
timbul kebutulian kas;

Berisike rendah.

o

2. Jenis-jenis Investasi Jangka Pendek

Berikut adalah jenis investasi jangka pendek:

a. Deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12
bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving
deposits);

b. Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat

Bank Indonesia (SBI) oleh pemerintah pusat.
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3. Pengaknan

Pengeluaran kas dan/atau aset, perubahan piutang menjadi investasi

dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenulii kriteria

sel

a.

bagai berilaut:

Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sesial atau jasa
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut
dapat diperolehh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga)
bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;

Nilai perolehan atau mnilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai (reliable). Pengeluaran nntuk perolehain investasi jangka
pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak
dilaporkan sebagai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek
terdapat kenaikan atau penumnan nilai dari nilai tercatatnya, maka
selisihnya diakui sebagai penambah atau péngurang LPE dan
sebagai keuntungan atau kerugian pada Laporan Operasional.
Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah
dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilaji tercatatnya, dan
kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah

dikurangi biaya penjualan) lebib rendah dari nilai tercatatnya.

4. Pengukuran

a.

Beberapa jenis investasi, terdapat pasar akfif yang dapat membentuk
nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar
dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk
investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan
nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya
saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya

perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi
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investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank,
dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya
perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi
pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak
ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset
lain yang diserabhkan untuk memperoleh investasi tersebut.
Disamping itu, apabila surat berharga vang diperelel dari hibah yang
tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian
sesuai ketentuan.

d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnva dalam
bentulk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito
tersebut,

e. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca
dalam mata unang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada
tanggal pélaporan.

5. Penyajian/Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan pada Neraca. Hal-hal yang harus

diungkapkan dalam laperan keuangan pemerintah berkaitan dengan

investasi jangka pendek, antara lain:

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka
pendek;

b. Jenis-jenis investasi;

¢. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan
tersebut;

d. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan pencrapannya;
dan

e. Perubahan pos investasi.

6. Mustrasi Jurnal
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a. Jurnal pada saat perolehan investasi jangka pendek dengan jangka
waktu lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan, Satker BLU
mereklasifikasi saldo kas yang ditempatkan pada investasi jangka
pendek dalam Buku Besar Akrual dengan jurnal:

Akun Traian Akun Debit
Kredit
| 113xxx  Investasi Jangka Pendek 999,999
111xxx  Kas dan Setara Kas 999.999

b. Jurnal pada saat pendapatan hasil investasi jangka pendek
diterima, Satker BLU menjurnal dan membukukan di Buko Besar
Akrual dan Buku Besar Kas dengan jurnal:

Akun Uraian Akun Debit
Kredit
(313121  Diterima dari Entitas Lain 999.999
| 42331x  Pendapatan Bunga 999.999

c. Jurnal pada saat pelepasan investasi jangka pendek dengan jangka
waktu lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan, Satker BLU
mereklasifikasi saldo investasi jangka pendek yang dikembalikan
ke kas dalam Buku Besar Akrual dengan jurnal:

Akum Uraian Akun Debit
Kredit
| 111xxx  Kas dan Setara Kas 999,999
113xxx Investasi Jangka Pendek 999.999

d. Jurnal pada saat investasi jangka pendek dilepas dan mendapatkan

keuritungan atas selisih harga pelepasan dengan milai tercatat,
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Satker BLU menjurnal dan membukukan di Buku Besar Akrual dan

Buku Besar Kas dengan jurizal:

Akun Uraian Akun Debit
Kredit
313121 Diterima dari Entitas Lain 999.999
428xxx  Pendapatan PNBP Lainnya 999.999

e. Jurnal pada saat investasi jangka pendek dilepas dan mendapatkan

kerugian atas selisih harga pelepasan dengan nilai tercatat, Satker
BLU menjurnal dan membukukan di Buku Besar Akrual dan Buku

Besar Kas dengan jlirnal:

7.

Perlak

Alkuan Uraian Akun Debit
Kredit
S8¥XKX Belanja Lain-lain 999999
313111 Ditagihkan kepada Entitas Lain 999.999

uan klnisus

Satker BLU dapat melakukan investasi dalam rangka pemanfaatan

kas yang menganggur (idiecash). Pemanfaatan kas tersebut lazimnya

dalam bentuk deposito. Apabila kas vang digunakan oleh BLU untuk
investasi jangka pendek berasal dari kas operasional (telah disahkan

oleh Kuasa BUN), maka investasi fersebut disajikan sebagai investasi

jangka pendek.
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TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. PIUTANG JANGKA PENDEK

1. Definisi
Pintang jangka pendek adalah jumlah yang akan diterima oleh
Kementerian Perhubungan dan/atau hak Kementerian Perhubungan
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat
lainnya, kewenangan pemerintali berdasarkain peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan
diterima Kementerian Perhubungan dalam waktu 12 (dua belas) bulan

sejak tanggal pelaporai.

2. Jenis-jenis Piutang Jangka Pendek

a. Piutang Bukan Pajak
Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan
negara bukan pajak yvang belum dilunasi sampai dengan akhir
periode laporan keuangan.

b. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
Kementerian Perlabungan dapat melakukan pemindalitanganan
barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pemindahtanganan tersebut antara lain dapat dilakiikan
melalui perjualan tunai atau dengan mefode cicilan/angsuran.

Apabila penjualan dilakukan secara cicilan/angsuran lebih dari 12
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bulan maka sisa tagihan tersebtit diakui sebagai piutang penjualan
angsnran yang dimasukkan dalam kelompok aset non lancar. Bagian
tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempe dalam 12 bulan
setelah tanggal pelaporan dikelompokkan sebagai Bagian Lancar TPA.

o

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Gant
Rugi
(TP/TGR) Piutang TP/TGR adalah piutang yang terjadi karena adanya
proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan
kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR
dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain
vang karena perbuatannya mielanggar hukum atan melalaikan
kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan
negara. Bagian Lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang
jatuh tempo dalam walktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
d. Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja
Beban Dibavar di Muka/Uang Muka Belanja adalah piutang yang
timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahnlu
tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode
pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah.
Contoh dari Uang Muka Belanja adalah nang muka pembelian aset.
Sedangkan, conteh dari Beban Dibayar di Muka adalah pembayaran
sewa gedung untuk periodée tahun mendatang.
e. Piutang BLU
Piutang BLU merupakan piutang yang tmbul dari kegiatan

operasional dan non operasional BLU,

3. Pengakuan
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Fiutarig Kementerian Perhubungan diakui pada saat timbulnya hak tagih

pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatar,

perikatan, dan kerugian negara serta transaksi lainmya yang belum

dilunasi sanmipai dengan tanggal pelaporan.

a.

Piutang Bukan Pajak

Pengakuan Piutang Bukan Pajak dilakukan bersamaan dengan
pengakuan terhadap pendapatan negara bukan pajak. Untuk dapat
diakui sebagai Piutang Bukan Pajak, hharus dipenuhi kriteria sebagai
berikut:

1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

2) Telah diterbitkan surat penagihan.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Bagian Lancar TPA merupakan reklasifikasi dari TPA sebesar nilai
TPA yang akan jatuh tempo dalam waktn 12 bulan sejak tanggal
pelaporan. Pengakuan Bagian Lanecar TPA adalah melalui
reklasifikasi TPA menjadi Bagian Lancar TPA yang dilakukan pada
akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR) Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan
reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR vang
akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
Reklasifikasi TP/TGR meénjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
dilakukan pada akhir periode pelaporai.

Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

Pencatatani Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dilakukan
dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran
kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih
dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban
disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar

barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah).
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Selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar di Muka/Uang
Mulka Belanja.
e. Piutang BLU

Piutang BLU diakui dengan kriteria;

1) Telah terjadi kesepakatan antara kedua belal pihak dengan bukti
surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan
diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubulikan tanda
tangan pada surat kesepakatan tersebut.

2) ‘Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

3) Telah diterbitkan surat penagihan.

Piutang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs
tengah Bank Seéntral pada saat terjadinya transaksi atau saat
timbulnya piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai
bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang
tetap menggambarkan mnilai bersih yang dapat direalisasikan, maka
piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidal tertagih perlu
disisibkan dari pos pintang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak
tertagih adalah metode pencadangan/penvisilan piutang tidak tertagih
(allowance method). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang
yvang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai
estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, vang
mengurangi nilai piutang bruto. Beban yang timbul atas pembentiikan
penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan
dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan
pada LO. Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan nilai pos
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piutang pada mneraca wmenjadi sebesar nilai bersih  yang dapat
direalisasikan (netrealizable value). Penyisihan piutang tidak tertagih tidak
dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar
di Muka. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan
kualitas/umur piutang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan
kualitas /umur pintang dan besaran penyisihan piutang tidak tertagih
mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Pittang disajikan pada pos aset lancar di neraca mienurut jenis-jenis
piutang. Penyajian Piutang dalam mata onang asing pada neraca
menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih
penjabaran pos Piutang dalam mata liang asing antara tanggal ransaksi
dan tanggal pelaporan dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas
periode berjalan. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri
dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang.

Berikut ini adalah ilustrasi penyajian piutang di Neraca:

SATKER ABC
NERACA
Per 31 Desember 20X 1
URAIAN JUMLAH
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ASET
ASET LANCAR
..... XKXX
Piutang Pajak XXX
Piutang Bukan Pajak XHXK
Bagian Lancar TPA XEXX
Bagian Lancar TP/TGR XK
Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di XXXX
Muka
Piutang BLU XEXX
(Peniyisihan Piutang Tidak Tertagih) (o)
Jumlah Piutang setelah Penyisthan xxxx XXXX
ASET TETAP
ASET LAINNYA
KEWAJIBAN
ERUITAS

Informasi mengenai piutang yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan adalah:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan
pengukuran piutang;

b. Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut kualitas piutang;

c. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;

d. Penjelasan atas penyelesaian piutang, apakah masih diupayakan
penagilian olel Satuan Kerja pemilik piutang atau sudali diseralikan
pengurusannya kepada PUPN/DJKN;

e. Barang jaminan atau barang sitaan, bila ada;
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Khusus untuk pidtang TP/TCR, perlu diurigkapkan mengenai proses
penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTJM) atau diterbitkannya Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Senmentara (SKP2KS).

5. Nustrasi Jurnal
1) Jurnal pada saat muncul piutang jangka pendek, Satker menjurnal dan
membukukan di Buku Besar Akiual dengan jurnal:

Akun Uraian Akun Dehit Kredit

115xxx Piutang Jangka Pendek 999,999

sk Pendapatan Negara dan Hibah 999,999

Setelah pelunasan piutang jangka pendek diterima kasnya, KPA
menjurnal dan membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnal:

Ak Uraian Akui Debit Kredit
313121 Diterima dari Entitas Lain 999.999
115%xxx Pittang Jangka Pendek 999.999

Dan KPA menjurnal dan membukukan di Buka Besar Kas dengan

jurnal:
Akun Uraian Akun Debit Kredit
313121 Diterima dari Bntitas Lain 999,999

4xxxxx Pendapatan Negara dan Hibahh — 999.999
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Pada saat penyisilian piutang tak tertagih atas piutang jangka pendek
pada akhir periode pelaperan, KPA menjurnal dan membukukain di

Buku Besar Akrual dengar jurnal:

Akun Uraian Akun Debit Kredit
594xxx Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 999.999
116xxx Penyisihan Piutang tak Tertagih 999.999

Pada saat akhir periode pelaporan perlu dilakukan reklasifikasi bagian
lancar piutang jangka panjang maka BSatker menjurnal dan

membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnal;

Akun Uraian Akun Debit Kredit

115xxx Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang 999,999

15xxxx Piutang Jangka Panjang 999.999

Pada awal periode pelaporan berikutnya jurnal tersebut harns dibalik.

6. Perlakuan Khusus

a.

Penyajian piutang berupa bagian lancar atas TPA, Tagihan TP/TGR,
dan Piutang Jangka Panjang pada laporan keuangan interim semester
I, Pada laporan keuangan interim semester I, bagian lancar atas TPA,
TP/TGR, dan Piutang Jangka Panjang disajikan sebesar TPA, TP/TGR,
dan Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh teipo dalam 12 bulan

setelah tanggal laporan keuangan interim semester 1.

. Pintang yang penagihannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara (DJKN).

Terthadap piutang yvang penagihammya diserahkan kepada Dircktorat
Jenderal Kekayaan Negara, pengakuan atas piutang tersebut tetap
melekat pada satuan kerja yang bersangkutan. Klasifikasi piutang

adalah sesuai dengan klasifikasi awalnya. Misalnya, piutang bukan
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pajak (aset lancar) diserahkan peoagihannya, karena niacet, kepada
Panitia Urnsan Piutang Negara/Ditjen Kekayaan Negara
(PUPN/DJKN). Nilai pintang dimaksud tetap disajikan sebagai piutang
bukan pajak (aset lancar) pada Satker yarg bersangkutan, dan tidak

direklasifikasi menjadi aset nen-lancar.

B. PIUTANG JANGKA PANJANG

B

1. Definisi Pintang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan
akan diterima dalam jangka wakti lebih dari 12 (dua Dbelas) bulan
setelah tanggal pelaporan.

Jenis-Jenis Piutang Jangka Panjang

Terdapat beberapa jenis Piutang Jangka Panjang, yaiti:

a. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya
penjualan aset pemerintall sécara angsuran kepada pegawai
pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebilh dari 12 bulan
setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran
antara lain adalah penjualan rumah dinas dan  penjualan
kendaraan dinas.

b. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Tagilian tuntutan perbendaliataan merupakan suatu proses
penagillan vang dilakukan terhadap bendahara dengan tujnan
untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita
oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari
suatu  perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas
kewajibannya, Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu
proses vang dilakukan terhadap pegawal negeri bukan bendahara

dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian
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yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung daii snatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas
kewajibannyva,

Piutang Jangka Panjang Lainnya

Phutang Jangka Panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai
jenis piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas dikategorikan

sebagai Piutang Jangka Panjang Lainnya.

3. Pengakuan Piutang Jangka Panjang

a.

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Piutang TPA diakui pada saat terjadinya penjualan angsuran yang

ditetapkan dalam naskah/dokunien perjanjian penjualan,

Piutang Tagihan TP/ TGR

Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

- Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTIM);

- Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan
tantntan Ganti Kerugian Negara; atan

- Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum
tetap (inkracht van gewijsde) yarig menghukum seseorang uirtuk
membayar sejnmlah uang kepada Pemerintah.

Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak

pemerintaly untuk menagih kepada pihak lain.

4. Pengukuran Piutang Jangka Panjang

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang

berasal dari perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:
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a. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
Piutang TPA dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan
dalam naskah/dokumen perjanjian penjuslan.

b. Piutang Tagihan TP/TGR
Piutang TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang
ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya
kerugian negara.

¢. Piutang Jangka Panjang Lainnya
Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal

transaksi yang berakibat pada timibulnoya halk tagili penierintali.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat
direalisasikan, maka pintang-piutang (sebagian atau selurulhinya) yang
diperkirakan tidak tertagih perlu dikelnarkan/disisihkan dari akun
piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah
metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (the allowance
method). Metade ini mengestimasi besarnya piutang-pintang yang tidak
akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi
tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, vang mengurangi
nilai piutang bruto. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan
plutang tidak terfagih fersebut pada akhir periode pelaporan dicatat
sebagai beban penyisihan pintang tidak tertagih dan disajikan pada LO.
Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah pintang
pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable value). Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan
kualitas/umur piutang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan
kualitas/umur piutang dan besaran penyisihan piutang tidak fertagih

mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
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5. Penyajian dan Pengungkapan

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA dan Tagihan TP/TGR
yang jatuly tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan
disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang, Sedangkan
Piutang TPA dan Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12
hulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar.

Penyajian Fiutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada
neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal
pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang Jangka Panjang dalam
mata lang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan
dicatat sebagai kenaikan atau penurunail ekuitas periode betjalan.
Penyisihan piutang tidak tertagily disajikan tersendiri dalam neraca
dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang. Berikuit

ini adalal ilustrasi penyajian piutang jangka panjang di neraca:

SATKER ABC
NERACA
Per 31 Desember 20X 1
URAIAN JUMLAEK
ASET
ASET LANCAR
ASET TETAP

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang TPA KXKK
Piutang Tagihan TP/TGR XXKK
Piutang Jangka Panjang Lainriya KKKR
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (xxxx)
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ASET LAINNYA

KEWAJIBAN

BICUTTAS

6. lustrasi Jurnal

a. Pada saat muncul piutang jangka panjang, Satker mienjurnal dan

membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnal:

Akun Uraian Akun Debit Kredit
15xxxx Pihutang Jangka Panjang 999.999
4xxxxx Pendapatan Negara dan Hibah 999,999

Setelah pelunasan atau pintang jangka panjang diterima kasnya,

Satker menjurnal dan membukukan di

Buku Besar Akrual dengan

jurnal:

Akun Uraian Akun Debit Kredit
313121 Diterima dari Entitas Lain 999,999
15xxxx Piutang Jangka Panjang 999.999

Dan KPA menjurnal dan membukukan di Bunku Besar Kas dengan

jurnal:
Akun Uraian Akun Debit Kredit
313121  Diterima dari Bntitas Lain 999.999 '
ARXXKK Pendapatan Negara dan Hibah 999.999
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b. Pada saat melakuikan penyisihan piutatig tak tertagih pada akhir
periode pelaporan, Satker menjurnal dan membukukan di Buka

Besar Akrual dengan jurnal:

Akun Uraian Akun Debit Kredit

594xxxx Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 999.999

116xxx Penyisihan Piutang tak Tertagih 999.999

Pada awal periede pelaporan berikutnya jurial tersebut haros
dibalik.

c. Pada saat akhir periode pelaporan, dilakukan reklasifikasi bagian
lancar piutang jangka panjang dengan cara Satker menjurnal dan
membukukan di Buku Besar Akrual, dengan jurnal sébagai
berikut:

Akun

Uraian Akun Debit Kredit

115xxx Bagian Lanecar Piutang Jangka Panjang 999.999

2016, No. 392

15xxxx Piutang Jangka Panjang

999.999

Pada awal periode pelaporan berikutnya jurnal tersebut harus dibalik.

7. Perlakuan Khusus

a. Denda, pinalti, dan biaya lainnya yang sejeris yang timbul dari

piutang jangka panjang. Apabila terdapat bunga, denda, dan/atau
biaya-biaya lainnya yang belum diterima elelr pemerintah sampai
dengan akhir periode pelaporan atas pinjaman jangka panjang, maka
bunga, denda, dan/atau biaya-biaya lainnya tersebut harus diakui
sebagai piutang jangka pendek (aset lancar).

Piutang yang penagihannya diserahkan kepada Direktur Jenderal
Kekayaan Negara Piutang Jangka

Terhadap Panjang vang
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penagihannya diserahkan kepada PUPN/ Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satunan
kerja yang bersangkutan. Klasifikasi piutang jangka panjang adalah
sesuai dengan klasifikasi awalnya. Misalnya, piutang jangka panjang
yang diserahkan penagihannya, karena macet, kepada Panitia Urnsan
Piutang Negara / Ditjen Kekayaan Negara (PUPN/DJKN), maka nilai
piutang dimaksud tetap disajikan sebagai pititang jangka panjang
pada satuan kerja yang bersangkutan, dan tidak direklasifikasi

menjadi aset lancar.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESTA,

IGNASIUS JONAN
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LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 22 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI Dl LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. DEFINISI

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendulung kegiatan operasienal pemerintah, dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diseralikan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan asét yang

berupa:

1.

?,G

Barang atau perlengkapan (supplies) yvang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional pemerintah, confoh: barang habis pakai seperti alat
fulis kanter, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan
pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, contoh: konstruksi dalam pengerjaan
yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda.

Barang vang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
dalam rangka kegiatan pemerintahan antara lain
tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset ftetap lainnya untuk
diserahkan kepada masyarakat/pemda, serta

Barang-barang untuk fujuan berjaga-jaga atau strategis seperti

cadangan minyak .

B. JENIS-JENIS PERSEDIAAN

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan dapat terdiri dari:

1.

Barang habis pakai

2. Barang tak habis pakai
3. Barang bekas pakai
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Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan dapat terdiri dari:

—

Barang konsumsi;
Amiunisi;

o

Bahan untuk pemeliharaan;

Suku cadang;

Persediaan untuk tijuan strategis/berjaga-jaga;

Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
Peralatan dan mesin, untuk dijual atan diserahikan kepada masyarakat;

S U

Jdalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada
niasyarakat;

9. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
10. Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

C. PENGAKUAN
1. Persediaan diaktii pada saat:

a. petensi manfaat ekonomi masa depan dipereleli dan mempurnyai nilai
atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung
oleh bukti/dokumen vang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat
elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur
secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/atan

b.pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atan
kepengnasaannva beipindah. Doknmen sumber yang digunakan
sehagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktfur, kuitansi, atau
Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu peneatatan
persediaan  dilakukan setiap terjadl transaksi yang mnempengaruhi
persediaan (pereolehan dan pemakaian). Pencatatan Dbarang persediaan
dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan umtuk
masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling
memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.

Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan
hasil inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik dilakukan atas barang vang
belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanarn
maupun persediaan yang berada di unit pengguna. Persediaan dalam

komdisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi
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diungkapkan dalam CalK. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan
daftar persediaan barang rusak atan usang.

2. Beban Persediaan
Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan beérdasarkan
perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan
persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan
berkurangnya jumlah persediaan.

D. PENGUKURAN
a. Persediaan disajikan sebesar:
1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya
perolehan persediaan meliputi:
a) harga pembelian;
B) biaya pengangkutan;
¢) biaya penanganan;
d) biaya lainnya yang sécara langsung dapat dibebankan pada
perolehan persediaan.
2) Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
a) potongan harga,
b) rabat, dan lainnya yang serupa.
c) kerugian Negara/ pengurangan harga kontrak hasil temuan Aparat
Pengawas
b. Harga pekek produksi digunalkan apabila persediaan diperoleh dengan
memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya
langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya
tidak langsung vang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung
harga pokok produksi, dapat digunakan bhiaya standar dalam hal
perhitungan biaya riil sulit dilakukan.

Nilal wajar digunakan apabila persediaan diperolell dari cara lainnya.

o

Contoh: proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi,
rampasan dan lainnya,
Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyvarakat,
biaya perolehammya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yarng
dapat dibebarikan pada perolehan persediaan tersebut. Persediaan dapat

dinilai dengan menggunakan 2 (dua) mietode:
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1) Metode FIFQ, dintana barang vang masuk terlebih dahulu dianggap vang
pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung
berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir:

Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini adalah:

a. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat/pemda;

b. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat/pemda;

c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserabkan kepada
masyarakat/pemda;

d. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diseralikan kepada
masyarakat/pemday;

e. Persediaan  lainnya, untuk dijual &atau diserahkan  kepada
masyarakat/pemda;

2) Untuk wunit persediaan yang nilainya tidak material dan jenisnya
bermacam-nmiacam maka saldo persédiaan dihitung berdasarkan harga
perolehan terakhir.

Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini adalalh:
a, Barang konsumsi;

b. Amunisi;

¢. Bahan untuk pemeliharaan;

d. Suku cadang;

e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;

Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional,

Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).

Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik,

yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah

pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir
persediaan, vang hasilinya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode

penilaian yang digunakan.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar.
Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satnan kerja melaksanakan
Stock Opname (loventarisasi Fisik) persediaan yang dilakukan setiap

semester.:
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Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan

penyesuaian data nilai persediaan.

Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:

.,

b.

d.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalani pengukuran persediaan;
Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan vang
digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang disimpan untuk

dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda;

. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik;

dan

dJenis, junilah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

F. ILUSTRASI JURNAL

a. Pada saat perolechan/pembelian persediaan,

Satker menjurnal dan
membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnal:
Akun Uraian Akun Debit Kredit

117911 Persediaan yang Belum Diregister 999.999

999.999

218111Utang yang Belum Diterima Tagihannya

Setelah persediaan diregister, Satker menjurnal dan membukukan di
Buku Besar Akrual dengan jurnal:

Akl Traian Akun Debit Kredit
117x=xx Persediaan 999.999
117911Persedidaan yarig Belum Diregister 999.999
Ketika membayar pembelian persediaan, Satker menjurnal dan

membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnal:

Akun Uraian Akun Debit Kredit
218111 Utang yang Belum Diterima Tagiliannya 999.999
5211 1x Belanja Barang Operasional 999.999
52111x Belanja Barang Operasional 999.999
313111Ditagihkan dari Entitas Lain 999.999

serta Satker menjurnal dan membukukan di Buku Besar Kas dengan

jurnal:
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Alzun Uraian Akun Debit Kredit
52111x Belanja Barang Operasional 999.999
313111 Ditagihkan dari Entitas Lain 999,999

b. Pada saat penggunaan barang persediaan, Satker menjurnal dan

membukukan di Buku Besar Akrual derigan jurnal:

Akun Uraian Akun Debit
Kredit
293xxx Beban Persediaan g999.999
117xxx Persediaan 909 999

¢. Pada saat akhir periode pelaporan perlu dilakukan opname fisik dan
penyesuaian atas saldo persediaan, Dberdasarkan hasil opname fisik
apabila saldo persediaan sebelum opname fisik lebihh besar maka Satker

menjurnal dan membukukan di Buku Besar Akrial dengan jurnal:

Akun Uraian Akun Debit
Kredit
593xxx  Beban Persediaan 8999 999
117xxx  Persediaan 999.999

apabila saldo persediaan sebelum opname fisik lebih kecil maka Satker

menjurnal dan membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnal:

Akun Uraian Akan Debit
Kredit
117xxx Persediaan 999,999
593xxx Beban Persediaan 999.999

G. PERLAKUAN KHUSUS PERSEDIAAN
a, Barang persediaan yang mermiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk
dijual seperti pita cukai dinilai dengan biaya perolehan terakhir,
b. Persediaan  berupa  barang yang akan  diserahkan kepada
masyarakat/Pemda/pihak keétiga vang miasih dalam proses pembangunan

sampail dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran — pengeluaran
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vang dapat diatribusikan untuk pembentiikan aset tersebut tetap
disajikan sebagai persediaan (bukan KDP).

c. Persediaan  berupa  barang yang akan  diserahkan  kepada
masyarakat/Pemda/pihak ketiga pada Kemeénterian Perhubungan
disajikan dalam neraca sampai dengan serah terima operasional (Basto)

kepada masyarakat/Pemda/pihak ketiga.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN
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LAMPIRAN VI PERATURAN  MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 22 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. DEFINTSI

Aset Tetap adalah ascet berwijud yvang mempunyai masa manfaat lebih dari

12

(dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk

digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat

unmm.

B. JENIS-JENIS ASET TETAP

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau

fungsinva dalani aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah

sebagai berikut:

1.

Tanakh;
tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakad.

. Peralatan dan Mesin,

mencaknp mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik,
inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan
(menmenuhi  batasan mnilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap

pakai.

. Gedung dan Bangunan;

mencaknp selnmuh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksnd untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap pakai.

. Jalan, Trigasi, dan Jaringan;

mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah
serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintali dan dalam kondisi siap
dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam

kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat amum. Jalan,
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irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum
diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat
melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.

Jalan, irigasi dan jaringan umumnya berupa  aset infrastrukiur,
Walaupun tidak ada definisi yang nniversal digunakan, aset
infrastruktur biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringarn;

b. Sifatnya kKhusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;

¢. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

d. Terdapat batasan-batasan untik pelepasannya,

Contoh aset infrastruktur meliputi jalan, jembatan, terowongan, sistem
drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah, hendungan
dan sistem penerangan. Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan,
kendaraan, temipat parkir atan aset lain yang terkait dengan gedung dan
bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.

Aset yang termasuk dalam Kkategori Jalan, irigasi dan jaringan antara
lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,
Jalan adalah prasarana fransportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan; termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yvang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta
di atas permukaan air. Disamping itu; untuk kebutuhan pencatatar,
jalan meliputi pula jalan kereta api dan landasan pacu pesawat terbang.
Jalan dapat berupa jalan umum dan jalan khusus. Jalan umium adalah
jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sedangkan jalan
khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha,

perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan terbaias.

. Aset Tetap Lainnya;

mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kendisi siap pakai. Aset
yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi
perpustakaan (buku dan non bukun). Selain itu, termasuk Asef Tetap

lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap
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yang bukan milik entitas, sepanjang memenuli svarat-syarat kapitalisasi

aset.

6. Kenstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
merncakup Aset Tetap vang sedang dalam proses pembangunan dan pada
tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi
Dalam Pengerjaan mencakup tanal, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnva, vang
proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan
membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan

keuangan.

C. PENGAKUAN

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi niasa depan dapat diperoleh

dan nilainya dapat dinkur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat

anidal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya

dan/atat pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui

sebagai Aset Tetap adalah:

a. Berwujud;

b, Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,

c. Biaya perolehian aset dapat diukur secara andal;

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap

tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang

diperoleh dari sitaan Jrampasan diakui pada saat térdapat keputusan

instansi yang berwenang vang memiliki kekuatan hukum tetap. Pengakuan

atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan,

pengembarngan, pengurangan serta penghentian dan pelepasarn.

Penjelasan masing — masing transaksi dimaksnd adalah sebagai berikut:

a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan
aset tersebut dalam kondisi siap digunakan.

b. Pengembangan adalah snatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap vang
berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi,
peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penuruniai

biaya pengoperasiain.
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¢. Pengurangan adalah suati transaksi penurunan nilai Aset Tetap
dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau
dikarenakan penyusutan.

d. Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari

penggundan aktif atan penghentian permanen suata aset tetap.

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah

terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum

seperti sertifikat tanah. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas
nama pemerintah dan/atau dikuasai atan digunakan oleh pihak lain, maka:

1) Dalam hal tanali belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun diknasai
dan/atanl digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus
dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintal,
serta  dinngkapkan secara memadal dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

2) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau
digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap hiarus dicatat dan
disajikan secbagai aset tetap fanah pada neraca pemerintaly, serta
diumgkapkan seccara memadal dalam Catatan atas Laporan Keuangar,
baliwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

3) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai
dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah
tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang
mempunyai bukti kepemilikan, serta dinmgkapkan secara memadai dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Entfitas pemerintah yang menguasai
dan/atau menggunakan tanalh cukup mengungkapkan tanah tersebut
secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d, Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanal tersebut
dikuasai dan/atan digunakan oleh pemerintal, maka tanah tersebut
tetap harus dicatat dan disajikan sebagail aset tetap tanah pada neraca
pemerintah; serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas
Taporan Keuarigan.

2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah vang
sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan olehh pihak laimn,

maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset terap tanah

2016, No. 392

www.peraturan.go.id



2016, No. 392 66-

pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam

Catatan atas Laporan Keuarngan.

3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut
diknasai dan/atan digunakan eleh pemerintah, maka tanah tersebut
tetap harus dicatat dan disajikan sebagal aset tetap tanah pada neraca
pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas
Laperan Keuangan.

4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, nmamupn tanah tersebut
dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebuit
tetap harus dicatat dan disajikan sebagail aset tetap tanah pada neraca
pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus dinngkapkan secara
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuarnigarn.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang masih
dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada
tanggal pelaporan. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam
Pengerjaan  jika aset fetap dimaksud - masih dalam proses
pembangunan/pengerjaan. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat
biaya perolehannya dapat diukur secara andal darn diperoleh keyakinan yang
memadai bahwa belanja yang dikelnarkan atan transaksi vang terjadi untuk
perolehan aset tetap tersebut tidalk langsung mengakibatkan barang
tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan
suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila belanja yang dikeluarkan atau
transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan
atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa
mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan. Konstruksi Dalam
Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setclah pekerjaan
pembangunan/ pengerjaan/konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap
digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan
selesai dan siap digunakan setelah adanya Physik Hand Over (PHO)/Berita
Acara Serah Terima Pertama (BAST 1) hasil pekerjaan dari pihak penvedia
barang/jasa kepada satuan kerja. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat
saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana,
kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat
berupa penglientian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu
KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP

tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan
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secara niemadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan, Namun, apabila
pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangnnaniiya secara
permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik
di masa depan, ataupun oleh sebab Iain vang dapat dipertanggungjawabkar,
maka KDP tersebut hearus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini

divmgkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. PENGUKURAN
Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya
perolehan suatii aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi,
maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat peroleharn.
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau
nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada
saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi
dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai
tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksl wajar. Nilal wajar digunakan
untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau
rampasang/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai
wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi
bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi). Suatu aset
dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga gratis satu.
Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan aset adalah nilai wajar
aset tersebut pada tanggal perolehannya. Terkail dengan pengukuran Aset
Tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai herikut:
a. Komponen Biaya Perelehan

Biaya perolehan aset terdiri dari:

1) Harga pembeélian atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan
pajak pembelian; setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat;

2) Seluruh biaya lainnya yang secata lanigsung dapat
dihubungkan/diatribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset
tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja wuntuk
penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang

terkait dengan perolehan Aset Tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi

biaya konsultan perencana, konsultan perigawas, dan pengembangan

perangkat lunak (software), dam harus ditambahkan pada nilai perolehan.
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Meskipun demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaran dan
kepatutan dar biaya-biaya lain di luar harga beli Aset Tetap tersebut.
Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan
dengan aset, antara lain:

1) biaya persiapan tempat;

2) biaya pengiriman awal (nitial delivery) dan biaya simpan dan bongkar
muat (handling cost);

3) biaya pemasangan (installation cost);

4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;

S) biaya konstruksi;

6) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan
benar (testing cost). Contoh: hiaya pengujian aset pada proses
pembuatan/karoseri mobil pada suatu kementerian.

Ketika pembelian snatn aset dilakukan secara kredit dimana jangka
waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui
adalah setara dengan harga kas yang ftertera (nilai rupiah harga
perolehan) pada dokumen kentrak/perjanjian. Perbedaan/selisih antara
nilai rupiah harga perolehan dengan total pembayaran yang dikeluarkan
diakui sebagai beban bunga selaina jangka waktu kredit kecuali selisih
tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlakii. Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan
merupakan komponen dari biaya perolchan suatu aset kecuali biaya
tersebut dapat distribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset
untuk membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula
biaya permulaan (startup cosf) dan biaya lain yang sejenis adalal bukan
merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut
diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya perolehan
dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gaburngan
ditentukan dengan mengalokasikan harga gahungan tersebut berdasarkan
perbandingarn nilai wajar masing-masing aset yang bersatgkutan. Biaya
perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola melipuiti:

1) Dbiaya langsung untuk tenaga keija dan bahan baku;

2) hiaya tdak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan

3) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan

pembangunan/ perolehan Aset Tetap tersebut.
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Pengukuran Aset Tetap harns memperhatikan kebijakan pemerintah

mengenai ketentnan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap sesuai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 Talhwun 2007

tentang Penatausaliaan BMN. Jika milai perolehan Aset Tetap di bawah

nilai satuian minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak
dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun tetap diungkapkan
dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporain BMN.

Khusus Aset Tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan tidak memiliki

nilai satuan minimum kapitalisasi. Oleh karena itu, berapa pun nilainya

akan dikapitalisasi.
. Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu  Aset Tetap vang
memperpanjang masa manfaat atan yang kemumngkinan besar memberi
manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinetja,
harus ditzambabikan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (carrying
amount). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain
pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagal beban
pengeluaran (expenses) pada periede dimana beban pengeluaran tersebut
terjadi.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanyva dapat

dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuli persyaratan sebagai berikut:

1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat,
kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki; dean

2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset
Tetap/aset lainnya.

Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang

pengertian atau istilah berikut ini:

1) Pertambahan masa manfaat adalali bertambahnya umut ekonomnis
yvang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah
gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun
Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan
gedung tersebut masih dapat digunakan 8 taliun lagi. Dengan adanya
renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi

15 tahun.
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2) Peningkatan kapasitas adalali Dertambahnya kapasitas atau
kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misaliya, sebuah generator
listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga
kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.

3) Peningkatan kualitas aset adalab bertambahnya kualitas dari Aset
Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah
ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.

4) Pertambahan volume aset adalall bertambahnya jumlah atan satoan
ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan

suatu gedung dari 400 m2 menjadi 500 m2.

Beban yang dikelunarkan untuk perbaikan ataui pemeliharaan Aset Tetap
yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit
datau potensi service atas aset dimaksnd ddri performa standar yang
diharapkan maka diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan atau
pada saat terjadinya. Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang
olelh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko
penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian
perolehian potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi
melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (expense). Kemponen
utama beberapa jenis Aset Tetap memerlukan penggantian secara periodik.
Contoh: interior pesawat seperti kursi dan teoilet yang membutuhkan
penggantian beberapa kali sepanjang umur pesawat. Beberapa kem ponen
asel tetap dimaksud harus diperhitungkan sebagai aset terpisah karena
memiliki umur yang tidak sama dengan aset induk. Oleh karenanya,
sepanjang kriteria pengakuan Aset Tetap terpenuhi, biaya penggantian atau
biaya untuk memperbarui aset dimaksud diakui sebagai perolehan aset

yang terpisah,

c. Pertukaran
Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran seluruh aset atau sebagian
aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya
perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset vang dilepas dan
disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya vang
ditransfer/diserahkan. Dalam hal aset yang diperolelr memiliki nilai wajar
yang sama dengan aset vang dilepas namun demikian terdapat indikasi

dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus
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dilakiikan perbaikan tintiik membawa aset dalam kondisi bekerja seperti
yang diharapkain, maka biaya perelehan yang diakui adalah sebesar nilai
aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus
dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut. Suatu Aset Tetap dapat juga
diperoleh melalui pertukaran atas snatu aset yang serupa yang memiliki
manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang sama. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi
ini. Blaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying
amount) atas aset yang dilepas. Suatu Aset Tetap hasil pertukaran dapat
diakuii apabila kepenguasaan atas aset telah berpindahh dan nilai
perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal
Pertukaran Aset Tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
(BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat
Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset vang diserabkan.
Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang
mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang untuk

kemudian membukukan Aset Tetap pengganti.

d. Penyvusutan

Penyusutan adalah alokasi vang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap
yvang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset
yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode
diakui sebagai pengurang nilal tercatat Aset Tetap dalam neraca dan
beban penyusutan dalam laporan aoperasional. Selain tanah  dan
komstruksi dalam pengerjaan, selurulh Aset Tetap disusutkan sesuai
dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa
hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara
periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap
lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk
penyusutarl atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan wumur
ckonomik mana yang lebih pendek (whichever is shorter) antara masa
manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa. Manfaat ekonomi atau potensi
servis vyang melekat pada suatu Aset Tetap pada prinsipnya
dipakai/dikonsumsi oleh entitas melalui penggurniaan aset tersebut
Namun demikian, faktor-faktor lainnya seperti aus karena pemakaian
maupunt faktor tekris laininya yang mengakibatkan aser menjadi idle

(tidak terpakai) seringkali mengakibatkan pengurangan manfaat ekonomi
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atau potensi secrvis yang diharapkan dari Aset Tetap tersebut

Konsekuensinya, faktor-faktor berikut perln dipertimbangkan dalam

menentikan umur manfaat snatu Aset Tetap:

1) Ekspektasi (harapan) pemakaian aset oleh entitas. Pengukuran
pemakaian mengikuti ekspektasi kapasitas aset atau output fisik yang
dihasilkan;

2) Ekspektasi tingkat keausan atau kerusakan aset tergantung pada
faktorfaktor operasional seperti jumlah pemakaian dan program
perbaikan dan pemeliharaan yang diadakan, dan perawatan dan
perbaikan aset ketika tidak dipakai (idle);

3) Keausan teknis yang diakibatkan eleh perubahan atau kenaikan
produksi atau dari perubahan permintaan pasar atas produk atau
output servis dari aset tersebut;

4) Ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset,
seperti tanggal kadaluarsa.

Tariah dan bangunan merupakan aset yang terpisah dan mendapatkan

perlakuan akuntansi secara terpisah pula, meskipun keduanva diperoleh

pada saat yang sama. Tanah tidak mempunyai batasan umur dan
karenanya tidak didepresiasikan. Bangunan mempunyai batasan umur
dan karenanya dilakukan depresiasi. Kenaikan nilai tanal dimana suatu
bangunan berdiri tidak mempengaruhi penurunan masa manfaat
bangunan tersebut. Besaran aset yang dapat didepresiasikan ditentukan
setelah mengurangi nilai sisa (residual value) aset tersebut. Ketika nilai
sisa Aset Tetap diperkirakan signifikan, estimasi nilai sisa tersebut dapat
ditetapkan pada tanggal perolehan dan tidak mengalami kKenaikan karena

adanya perubahan nilai pada periode/tahun-tahun sesudahnya.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan amntuk:

1) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat
ekanomi aset dalam laporan keuangar,

2) mengetaliui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat
suatu BMN yang diharapkan masili dapat diperoleh dalam beberapa
periode ke depan; dan

3] memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam
menganggarkan belanja pemeliharaan atau hbelanja modal untuk

menggant atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.
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Aset Tetap yang direklasifikasikan menjadi Aset Lainnya dalam neraca,
misalnya berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga atau Aset Idle,
maka disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber vang
sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya dan
Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atan usang yang telah
diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya, tidak disusutkan.
Dalam hal Aset Tetap yang dinvatakan hilang dan sebelumnya telah
diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari
ditemiukan kembali, maka terhadap Aset Tetap tersebut direklasifikasikan
dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap dan disusutkan kembali
schagaimana layaknya Aset Tetap. Aset Tetap yang dalam kondisi rusak
berat danj/atau usang yang telah diusulkan penghapusannya kepada
Pengelola Barang; direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat dan
tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan
Keuangan Satuan Kerja, Laporan Barang Pengguna, Laporan Keuangan
Kementerian Perhubungan dan Laporan BMN serta diungkapkan dalam
Catatan Ringkas Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Apabila
Keputusan Penghapusan mengenai Aset Tetap yang rusak berat dan/atau
usang telah diterbitkan elelh Pengguna Barang, maka aset tersebut
dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat. Aset Tetap yang dinyatakan
hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan
kepada Pengelola Barang penghapusannya, direklasifikasi ke dalamn Daftar
Barang Hilang dan tdak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa
Pengguna, Laporan Keuangan Satuan Kerja, Laporan Barang Penggumna,
Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dan Laporan BMN serta
diungkapkan dalam Catatan Ringkas Barang dan Catatan Atas Laporan
Keuangan. Apabila Keputusan Penghapusan mengenai Aset Tetap yvang
hilang telalv diterbitkan elehh Pengguna Barang, maka aset tersebut
dihapus dari Daftar Barang Hilang Perubahan milai Aset Tetap sebagai
akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap,
maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam
nilai yang dapat disusutkan. Penambahan atau pengurangan kualitas
dan/atau nilai Aset Tetap meliputi penambahan dan pengurangan yang
memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Terap sebagai

akibat koreksi nilai Aset Tetap vang disebabkan oleh kesalahan dalam
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pencantuman mnilai yang diketahui di kemuidian hari, maka penyusutan
atas Aset Tetap tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana
dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan
nilai akumulasi penyusutan. Penentuan mnilai yang dapat disusutkan
dilaluikan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residn. Nilai residu
adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya. Nilai
vang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan
taliunan, kecuali nntuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai
buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.
Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan pemerintalh untik
mengalokasikan  nilai/besaran aset wvang dapat didepresiasikan
(depreciable amount) secara sistematis sepanjang umur aset adalah
metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus menetapkan
tarif penyusutan ontuk masing-masing periede dengan jumlah vang sama.
Rumusan tersebut adalah:

Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan
Masa manfaat

Di antara kebaikan dar dipilihnya metode garis lurus adalaly baliwa
perhitungannya mudaly, sehingga penerapannya tidak akan mengganggu

erititas akuntansi dalam perhitungan dan analisanya.

€. Penghentian dan Pelepasan
Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset
tetap seecara permanen dibentikan haros didukung dengan Surdt Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) bahwa asset tetap tersebut tidak digunakan
dalam kegiatan operasional pada UPT tersebut penggunaannya dan tidak
ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Asct Tetap yang secara
permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan
ditingkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap vang
dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi
Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya. Dalam hal penghentian Aset Tetap merupakan akibat dari
pemindahtanganan dengan cara dijual atan dipertukarkan sehingga pada
saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang
hersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau
harga pertukarannya dengan mnilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan

sebagai pendapatan/heban dari kegiatan non operasional pada Laporan
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Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai
pendapatan-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran.

f. Penilaian kembali
Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak
diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut
prinsip penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
Penyimparngan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan
ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

g. Penyusunan Neraca Awal
Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya percléhan
aset tetap vang digunakan adalah unilai wajar pada saat neraca awal
tersebut. Untuk periode selanjutnya setelahh tanggal penyajian neraca
awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya

perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGEKAPAN
Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap
tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Laporan keuangan harus
mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:
a. Dasar penilaian vang digunakan nntuk menentukan nilai tfercatat
(carrying amount);
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode vang
menunjukkan:
1) Penambahan;
2) Pelepasari;
3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
4) Mutasi Aset Tetap lainnya.
¢. Informasi penyusutan, meliputi:
1) Nilai penyusutan;
2) Metode penyusutan vang digunakan;
3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir
periode.
d. Informasi terkait pertukaran Asel Tetap (jika ada), meliputi:
1) Pihak yang melakukan pertukaran Aset Tetap;
2) Jenis Aset Tetap yang diseralikan dan nilainya;

3) Jenis Aset Tetap yang diterima beserta nilainya; dan
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F. ILUSTRAST JURNAL

1.

o,

Pada saat perolehan/pembelian asel letap, Satker menjurnal dan
membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnall

Akun Uraian Aloun Lebit Kredit

139711 Aset vang Beham Diregister 999 5999

218111 Utang wvang Belum Direrima 999993
Tagibaanys

Sstelah aset tetap diregister. KPA menjumal dan membulkulian & Bulmu
Eesar Alcraal denigan Tl

Alrin Ursisn Altun Bebit TEr=dir
13xze=x Aset Tetap 99 390
138111 Aser vang Belizn Thremsrar S995.999

Ketika mmembeavar pembelian aset tetap, KPA menjurnal dan membukukan di
Bual: Besar AlvTusl deppan jmraal:

Al Ueizss Alcun Dakit Kaed
218111 Utang yang DBelum Difecima 999090
Tagibannva
S3xox Belanya Modal S599.99a
S3x=x== Beslanja Madal 249 . g9ag
aiziie Difagiifan derl  Fntitee 569,950
Dadyl

serta Satker menjurnal dan memblikikan di Buku Besar Kas dengan
Jjuarnal;

Akon  Umsien Akuon Dslut Eradit
S50oox  Belanja Modal 959 999
313111 Ditagbloan dan Entitas Lain 999 9949

Pada akhir periode pelaporan diperhitungkan penyusutan nilai aset tetap.
maka Salker menjurnal dan membukakan i Biku Besar Akrial dergan
jurnaly

Alyn Ugasan Akun D.a'lisit_ Exedst
581xxx Beban Penyusitan 999,999 :
137==x Altumulasi Peavusutan 999,999

Pada saal aset tetap dihentikan penggunagnnya karena kondisi rusak
berat, Batker menjurnal dan membtikiikan di Bukn Bessr Akrual dengan
Jurnal:

Alcuist  Uraian Akun Dahif Kradir

137x=xx Alkumulasi Penyusutan 005 080

13ww=x Asat Tetap 9490 G99

16611x Aswet Loin-Lain K/L 895,999

16912x Almimulas) Penviisutan Aser 099,090
Lainlain K/L
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G. PERLAKUAN KHUSUS
1. Aset Bersejarah

Penyajian aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca tetapi
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Bebéerapa Aset Tetap
dikelomppokkain sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan
budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah
bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat puirbakala (archaeological
sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).

Beberapa karakteristik sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak murigkin
secara penuh dilambangkan dengan nilai kenangan berdasarkan harga
pasar;

b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara
ketat pelepasaniiya uniuk dijual;

e. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama
waktu berjalan walaupun kondisi fisikniya semakin menurun;

d. Sulit nntuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus
dapat mencapai ratusan tahun.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas

aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja barang talun

terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya
yvang berlangsung untuk menjadikan aset Dbersg¢jarah tersebut dalam
kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Beberapa aset
bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerititah
selain nilaji sejaralinya, comtoh bangunan bersejarah digunakan untuk
ruang perkantoran. Dalam kasus tersebut, aset ini akan diterapkan

prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap yang lain,

2. Reklasifikasi dan Koreksi

Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktf pemerintah secara
permanen oleh pimpinan entitas dan tidak lagi memenuhi definisi Aset
Tetap maka harus dipindahkan (direklasifikasi) ke pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya. Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat
dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan
agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai

dengan yang seharusnya. Koreksi Aset Tetap dilakukan dengan
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menambal atatt mengurangi akun Aset Tetap yang bersangkutan. Koreksi
Aset Tetap dapat dilakukan kapan saja, pada saat ditemukan kesalahan
dan tidak tergantung pada periode pelaporan dan wakitu penyusunan
laporan.

. Lainnya

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya
pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan
tanal. Dalam pelaksanaain konstruksi Aset Tetap secara swakelola
adakalanya terdapat sisa material setelah Aset Tetap dimaksud selesai
dibangun, Sisa material vang masih dapat digunakan disajikan dalam
neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian; pencatatan
sebagai Persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa

material baik dari sisi jumlah/volume maupun dari sisi nilainya.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN
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LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 22 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset pemerintali selain aset lancar, investasi jangka
panjang, aset tetap, dana cadanigan, dan piutang jangka panjang.

Aset Lainnya antara lain:

1) Aset tddak berwujud;

2) Kemitraan dengan piliak ketiga;

3) Kas yang dibatasi penggunaannya;

4) Aset Lain-Lain.

A. ASET TIDAK BERWUJUD
1. Definisi

Aset Tidak Berwnjud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat
diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tidak Berwujud
merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung
atan tidak langsung untok kegiatan pemerintali atau yang digunakan
masyarakat wmum yang memiliki kriteria sebagai berikut:
a. Aset non-moneter vang dapat diidentifikasi,
b. Dikendalikan oleh entitas pemerintah;

. Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

2. Jenis Aset Tidak Berwujud
a. Goodwill
Gooduwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat
adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill
dihitung Dberdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan
pengakuan dari suatu transaksi peralihan,/ penjualan
kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersili perusahaan.

b. Hak Paten dan Hak Cipta
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Hak Paten dan Hak Cipta diperoleh karena adanya kepemilikan
kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahunan teknis atau suata
karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas.

Di samping i, dengan adanya hak ini, entitas dapat mengendalikan
pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihiak lain yang tidak berhak
untuk memanfaatkannya.

¢. Royalti
Nilai manfaat ekonomi vang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak
cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan
dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahiaan lain,

d. Software
Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud
adalah software yvang buikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
hardware komputer tertentu. Dengan kata lain, soffware yang
dimaksud di sini adalah seftware yang dapat digtinakan di komputer
atau jenis hardware lainnya.

€. Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atan Hak Cipta
vang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian
hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatn Hak Kekayaan
Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat
tertentu,

f. Hasil Kajian/Penelitian Yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
adalah suatu kajian atau pengembangan yeng memberikan meanfaat
ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat
diidentifikasi sebagai aset. Diantara bentuk hasil penelitian adalah peta
digital yang dikembangkan oleh beberapa kementerian negara/lembaga.

g. Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Tidak berwujud lainnya merupakan jenis aset tidak berwujud yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tidak berwujud vang

ada.

3. Pengakuar
Untuk dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwnjud maka suatu entitas
harus dapat membuktiikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah

mementrhi:
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a, Definisi dari Aset Tidak Berwujud; dan

b. Kriteria pengakuan.

Sesuatu dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwnjud jika memenuhi kriteria

sebagai berikut;

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang
yvang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak
Berwujud tersebut akan niengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukor dengan andal.

4. Penguikuran

Aset Tidak Berwujud diokur dengan hdrga perolehan, yaitu harga vang
harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud
hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebuit
mempunyai manfaat ekonemi yang diharapkan dimasa datang ataun jasa
potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengaliv masuk ke dalam
entitas tersebut. Terhadap Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi,
kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tidak
terbatas. Namun demikian,; perlu dipastikan benar - benar aset tersebut
memiliki masa manfaat tidak terbatas atau sebaliknva masa manfaatnya
masih dapat diestimasikan khosnsnya terkait dengan saat dimana aset
dimaksud tidak akan memiliki nilai lagi, misalnya karena adanya
teknologi yang lebilh baru atau yang lebih canggih, Amortisasi dapat
dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lharus; metode saldo
menurun dan metode unit produksi.

Biaya umtuk mempéroleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri

dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi
dengan potongan harga dan rabat;

b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa. aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat
bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Conteh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat
digunakari;

2) Biaya profesienal yang timbul secara langsung agar aset tersebut

dapat digunakan;
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3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat Dberfungsi

secara baik.

Pengtikuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

a. Aset Tidak Berwunjud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi
syarat pengakuan, diakui sebesar hiaya perolehan yang meliputi biaya
yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuari.

b. Pengeluaran atas aset tidak berwujud vang awalnya telah diakui oleh
entitas sebagai beban tidak beleh diakui sebagai bagian dari harga
perolehan Aset Tidak Berwijud di kemudian hari.

c. Aset Tidak Berwnjod yang dihasilkan dari pengembdngan soffware
komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah
pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yvang memenuhi definisi dan syvarat pengakuan aset tidak berwujud,

namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri disajikan sebesar nilai

wajar.

. Penghentian dan pelepasan

Aset Tidak Berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam
mendukung kegiatan operasional Kementerian Perhubungan. Nammin
demikian, pada saatnya suatu Aset Tidak Berwujud harus dihentikan dari
penggunaannysa. Beberapa keadaan dan alasan pengheritian Aset Tidak
Berwnjod antara lain adalali penjualan; pertokaran, hibah, ataa
berakhirnya masa manfaat Aset Tidak Berwujud sehingga perlu diganti
dengan yang baru. Secara umum, penghentian Aset Tidak Berwujud
dilakukan pada saat dilepaskan atau Aset Tidak Berwujud tersebut tidak
lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari
penggunaannya. Pelepasan Aset Tidak Berwujud dilingkungan
Kementerian Perhubungan lazim juga disebut sebagai pemindahtanganan.
Apabila suatu Aset Tidak Berwujud tidak dapat digunakan karena
ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin
berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka
ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa
déepan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu Aset
Tidak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, haik karena
dipindahtangankan matipun karena berakhirnya masa manfaat atau tidak
lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan Aset Tidak Berwujud

2016, No. 392

www.peraturan.go.id



2016, No. 392 84

vang bersangkutan harus dikoreksi. Dalam hal penghentian Aset Tidak
Berwujnd merupakan akibat dari pemindahtanganan dengai cara dijual
atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum
seluruh nilai buku Asét Tidak Berwujud yang Dbersangkutan habis
diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya
dengan mnilai buku Aset Tidak Berwnjud terkait diperlakukan sebagai
pendapatan/beban  dari kegiatan non operasional pada Laporan
Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukokan sebagai
pendapatan dan dilaperkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan
kas dari penjualan Aset Tidak Berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya
dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laperan Aras
Kas.

6. Penyajian dan Pengurigkapan
ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-lial
yang ditmgkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwugud
antara lain sebagai berikut:
a. Masa manfaat dan metode amortisasi;
b. Nilai tercatat brute, jumlah amortisasi yang telah dilakukan dan nilai

buku Aset Tidak Berwujud;

¢. Penambahan manpun pemurunan nilai tercatat pada awal dan akhir

periode, termasuk penghentian dan pelepasan Asel Tidak Berwujud.

B. AKUNTANSI ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
1. Definisi

a. Aset Kerjasama/Kemniitraan adalah aset fetap yang dibangun atau
digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

b. Bangun, Kelola, Serah — BKS (Build, Operate, Transfer — BOT), adalah
pemanfaatan tanah milik Kemernterian Perhubungan oleh pihak lain
dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka walktu
tertentu yamg telahh disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta
bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali
kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama
BKS.

c. Bangun; Seralh, Kelola — BSK (Bwild, Transfer, Operate — BTO)] adalah
pemanfaatan tanah milik Kementerian Perhubungan eleh pihak lain

dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya,

www.peraturan.go.id



d.

a.

b.

b.

-85-

dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola
barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut
selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerjasama Pemanfaatan (KSF) adalah pendayagunaan Barang Milik

Negara oleh pihak lain dalam jangka waktn tertentn dalam rangka

peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumhber pembiayaan

lainnya.

. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Kementerian

Perhubungan dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian

kerjasama fkemitraan.

2. Jenis

Tanah
Gedung dan Bangunan dan/atau Sarana beserta selurul fasilitasnoya

yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan

e. BMN selain Tanah dan Bangunan.
. Pengakiian
a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian

kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari
aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung danjatau sarana berikut
fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK, diakui pada saat
pengadaan/pembangunan  Gedung dan/atau  Sarana  berikut

fasilitasnya selesai dan siap digunakan ontuk digonakan/dioperasikan.

. Dalam rangka kerja sama pola BSK/BTO, harus diakui adanya Utang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangum
oleh mitra dan telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan

pada saal proses pembangunan selesai.

. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan

harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan
kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

Penyerahan kembali obhjek kerjasama beserta fasilitasnya kepada
Pengelola Barang dilaksanakan setelahh hberakhirnya perjanjian

dituangkan dalam berita acara serah terima barang,

f. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas

hasil kerjasama;/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh

Pengelola Barang.
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Klasifikasi aset hasil kerjasamay/kemitraan berubalh dari “Aset Lainnya”
menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelaly beraklhirnya perjanjian dan

telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelela Barang,

4. Pengukuran

ul

a.

b.

a.

.

Aset vang diserahkan oleh Kementerian Perhubungan untuk
diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat
sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersihh yang tercatat
pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang

paling objektif atau paling berdaya uji.

Dana yailg ditanamkan Kementerian Perhubungan  dalam
Kerjasama/ Kemitraan dicatat sebagai penyertaan

Kerjasama/Kemitraan, Di sisi lain, investor mencatat dana yang
diterima ini sebagai kewajiban.

Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Kementerian
Perhubungan setelah berakhirnya perjanjian dan telah  ditetapkan
status penggunaannya, dicatat sebesar nilal bersih yang tercatat atau
sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang

paling objektif atau paling berdava uji.

. Peniyajian dan Pengungkapan

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.

Dalam hal sebagian dari luas asel kemifraan (tanah dan afau
gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digonakan antok kegiatan
operasional Kementerian Perhubungan, harus diungkapkan dalam
CaLK,

. Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyvusutan

selama masa kerja sama.

. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan masa

penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.

. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSK adalah selama

masa kerjasama.
Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan
berikut harus dibuat :
1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
2) Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;

3) Ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada;
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4) Kentéenttian mengenai penyérahan aset kerjasama/kemitraan kepada
Kementerian Perhubungain pada saat berakhiimiya masa kerjasama;
5) Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra
kerjasama ke Rekening Kas Negara; dan
6) Penghitungan atau penentuan hak bagl pendapatan/hasil kerjasama.
g. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset,
pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan:
1) Klasifikasi aset vang membentuk aset kerjasama;
2) Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemiiraan; dan
3) Penentuian depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.
Ii. Setelali aset diserahkan dan ditetapkan penggunaaniiya, aset hasil
kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

C. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

1.

Definisi

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang vang meérupakan hak
Kementerian Perhubuongan, namun dibatasi penggunaannya atan yang
terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu
Iebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat
ketetapan/keputusan baik dari Kementerian Perhobungan maupurn dari
pihak diluar Kementerian Perhubungan misalnya pengadilan ataupun

pihak laar lainnya.

.Jenis Kas yang Dibatasi Penggunaainya

Kas yang dibatasi penggunaannya atay kas yang terikat (restricted cash)
pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan

memiliki jenis yang beragam.

. Pengakuan

Pengakuan atas kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas
disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang
dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan yang memerlukan dana

relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

. Pengukuran

Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang
disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening fertentu vang
dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan yang memerlukan dana

relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

. Penvajian dan Pengungkapan
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Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset
Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Call{. Hal-hal yang
perlu diungkapkan antara lain adalah twjuan penyisihan dana, dasar
hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaaritiya,
dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca

laporan keuangan dalam mengintepretasi hasilnya.

D. ASET LAIN-LAIN

1.

911

Definisi
Aset Lain-lain digunakan untilk mencatat aset lainnya yang tidak dapat
dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi

penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

. Jenis dan Pengakuan Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif
Kementerian Perhubungan direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Contol:
penghentian pengglinaan aset tetap pemerintah dapat disebabkan karena
rusak berat, usang, dan/atan aset tetap vang tidak digunakan karena
sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli,

penghibahan, penyertaan modal).

. Penigakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan
aktif Kementerian Perhubungan dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-

lain.

. Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentiken dari penggunaan aktif
Kementeriam Perhubungan direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain
mentrut nilai tercatatnya. Aset lain — lain yang berasal dari reklasifikasi
aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses
penghapusan terhadap aset lain — lain dilakukan paling lama 12 bulan
sejak  direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan

perundang-undangan.

. Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan
ditmgkapkan secara memadai di dalam CalK, Hal-hal yang perlu
diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan
dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan

penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
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6. Nusrrasi Jurnal
a. Pada saat pewolehan aset lamuya, Karifor]Satker ménjurnel darn
membuknkan di Buku Besar Akrual dengan jurnal:

Akirg Uraasy Alkon Dbyt Eredit

129111 Asevvans Belam Direpister 490,090

2181311 Ttang yang Belum Diienma 299,934
Tapthenmnya

Setelah  aset lainnya divegister, Kantor/Satker menjurnal dan
membitkukan di Buleh Besar Akrual dengan jurnal:

Akan  Uruzin Akun Deknt Kr=di
lGwxse Aser Lainnys 909G 497
L339 Lt Aset yang Belum Dimsgisier 89%:299

Apabila tetiadd pembayaran atas peralehan aset latnnya, Kentor/ Satker
menjurnal dan membukokan di Bokn Besar Alanal dengan jurnal:

Abman Urasan Aloon Debit Rredr

2181}1 Ulang yang Belum Diterima 999 ang
Tagibanuvs

Dasxis Balanja 992 599

S=xxxx Belanja 994.0ug _

313111 Duragihlean dag Enreas Lara 95 999

gerta KantorfSatker menjurmal den membuknkan di Buku Besar Kas

dengan jurnal:
%lmn TTzaizn Alaun Diebit Kredit
Gxwwex Belanja G99 909
21341 ‘Ditagihlan dari Entitzs Lan 94y 0ad

Pada akhir periode pelaporan diperhitungkan penyasutan mnilai aset
lainnya yang berasal dari reldasifileasi aset tetap karena penghentian
penggunaan asel tetap, maka Kantor]Satker menjurnal  dan
memlulaken di Bulon Besar Akrual dengan jurnal:

Almon Urauan Aloom Db Erschy
58nxms Bebun Penymsuten Aset Lainoya 393,999
iR Akunmilasi Penyvoasaten Assi 595 993
Leaan-lan K/ L

7 Perlakuan Khusus
Dalam peagaknan saftware komputer sebagat ATB, ada heberapa hal yang
perly diperhatikan:
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Untuk software yang diperoleli atau dibangun oleh internal
Kementerian Perhubungan dapat dibagi menjadi dua; yaitu
dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan sendiri atau oleh pihak
ketiga,

Software yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware
harus dikapitalisasi sebagai ATB setelaly memenmuhi kriteria perolehan
asel secara umui.

Software yang diniatkan oantuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat olehh Kementerian Perhubungan maka software seperti ini
harus dicatat sebagai persediaan.

Apabila software yang dibeli oleh Kementerian Perhubungan untuk
digunakan sendiri mamun merupakan hagian integral dari suatu
hardware, maka software tersebut diakui sebagail bagian harga
perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai bagian dari hardware

yang bersangkutan.
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LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI
PERAUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 22 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEBIJAKAN AKTUNTANST EKUITAS

Ekuitas adalali kekayaan bersih Kementerian Perliubungan yang miertipakan

selisih antara aset dan kewajiban Kementerian Perhubungan. Dalam Basis

Akrual, Kementerian Perhmbungan hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas:

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhituingan pada Laporan Perubahan

Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikiit adalah ilustrasi penyajian Ekuitas pada neraca:
KANTOR/SATKER ABC

NERACA

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

2016, N

IJRATAN

20K1 20X0

ASET

ASET LANCAR

ASET TETAP

INVESTASI JANGKA PANJANG

ASET LAINNYA

KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Kxxx Noexex

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN
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LAMPIRAN X1 PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 22 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN
A. PENDAPATAN-LO

1. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak sKementerian Perhubungan yang diakui
sebagai penambah ckuitas dalam periede tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Kementerian
Perhubnngan tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan LO apabila telah
timbul hak Kementerian Perhubungan untuk menagih atas suatu
pendapatarn. atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang
ditandai dengan adanya alirail masuk sumber daya ekonomi. Secara
lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai
berikut:

a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan
perundangundangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih
pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh
pejabat yvang berwenang atan adanya doknmen sumber yang
menunjukkan pemerintah memiliki hak untuk menagih pendapatan
tersebut.

b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas statu pelayanan
yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk
menagih imbalan yaitua setelah diserahterimakannya barang atau jasa

dari pemerintah kepada pihak ketiga.
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Pendapatan-1.O dilaksanakan berdasarkan azas brito, yvaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak miencatat jumlah netonva

(setelah dikempensasikan dengan pengeluaran).

2. Pengakuan
Pada Kementerian Perhubungan terdapat :
1. Pendapatan Bukan Pajak-LO

Pendapatan Bukan Pajak-LO adalah hak Kementerian Perhubungan
yvang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang — undangan vang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
periu dibayar kembali. Pada Kementerian Perhubungan, pendapatan
bukan pajak-LO antara lain mencakup:
(1) Pendapatan negara bukan pajak
(2) Pendapatan BLU

Pengakuan Pendapatan Bukan Pajak-LO adalah pada saat
terutangnya PNBP, yang menimbulkan hak tagih Kementerian
Perhubungan kepada wajib bavar atas pendapatan bukan pajak.
PNBP dipungut, ditagih, dan ditatausaliakan oleh instansi pengelola
PNBP Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan pengelolaan
PNBF, instansi pengelola PNBP dapat dibantu olehh mitra instansi
pengelola PNBP yang melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan
PNBP, seperti dalam hal perhitungan, penyetoran dan penagilian
PNBP.  Pengakuan PNBP sebagai Pendapatan PNBP-LO terkait
dengan manfaat/benefit dan nang yang dibayarkan oleli wajib bayar.
PNBP-LO diakiii pada saat:
(1) Saat diterima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar atas
benefit/manfaat yang telah diperoleh Wajib Bayar atau sesuai

ketentuan peraturan perundang - undangan; dan/atan
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(2) Baat ditetapkan PNBP terutang melalui penctapan Instansi
Pengelola PNBP maupun mitra Instansi Pengelola PNBP atas
benefit/manfaat telah diterima oleh Wajih Bayar atau sesuai

ketentiian peraturan perundang —undangan.

. Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO adalah hak Kementerian Perhubungan yang
diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain,
organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daecrah,
perusahaan negara/daerah, individu, kelompek masyarakat, lembaga
kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa,
yvang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh Kementerian
Perhiubungan kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinitkmati oleh
Kementerian Perhubungan. Pendapatan hibah pada Laporan
Operasional diakui pada saat timbulnva hak atas pendapatan hibah
tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana
vang lebih dallii

3. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diukur sebésar nilai bruto dan jumlah tersebuit tidak

bolelh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada. Dalam hal

besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat

variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi

terlebili dalniu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto
dapat dikecnalikan.

a) Pengukuran Pendapatan Bukan Pajal-LO.

Pendapatan Bukan Pajak-LO dinkur melalui beberapa cara:
(1) Tarif nominal yang tertera dalam peraturan pemerintah tentang

jenis dan tarif atas jenis pendapatan bukan pajak. Sebagian besar

jenis pendapatan bukan pajak diukur dengan menggunakan tarif

nominal dikalikan dengan kunantitas/volume/ frekuensinya.
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(2) Jumlah nominal yang tertera dalam kontrak kerjasama dalam
rangka perikdtan. Pendapatan bukan pajak jenis ini umumnya
diperoleh dalam bentuk penyelesaian pekerjaan jasa layanan
teknologi.

(3) Tarif PNBP dengan menggunakan formnula tertentu. PNBP ini
diukur dengan memasukkan wvariabel tertentu yang dimasukkan
ke dalam formula yang tertera dalam peraturan pemerintah
tentang jenis dan tarif pendapatan bukan pajak.

b) Pengukuran Pendapatan Hibah-1.O

Pengukuran Pendapatan Hibah-LO adalah:

(1) Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas vang
diterima;

(2) Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang
menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal pada saat
terjadinya penerimaan hibah;

(3) Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yvang
tidak menvertakan nilai hibah;, dilakukan penilaian dengan
berdasarkan:

(a) Menurut biayanya;
(b) Menurut harga pasar; atau
(c) Menurut perkiraan/taksiran harga wajar.

Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam  benwk

barang/jasa/surat berliarga yang tidak menyertakan nilai hibah

tidak dapat dilakukan, maka nilai hibah dalam bentuk barang/jasa

cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan,

4. Penvajian dan Pengungkapan
a) Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan
menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurnot sumber

pendapatan untuk Kementerian Perhubungan dikelompokkan
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berdasarkan pendapatan Dbukan pajak, dan pendapatan hibah.
Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas
Laperan Keuangan

Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi
Pendapatan-1.0 dalam mata uang asing maka dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing
menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
Di samping disajikan pada Laperan Operasional, pendapatan-LQ juga
harus diungkapkan sedentikian rupa pada Catatan atas Laporan
Kenangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan

mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

5. Hustrasi Jurnal

)

Jurnal pada saat pendapatan LO diakui ketika terbit surat ketetapan
atas pendapatan, Kantor/Satker menjurnal dan membukukan di
Buku Besar Akriial dengan jurnal:

Akun Uralan Akun Debet Kredit
“115xxx Piutang Jangka Pendek 999,999
4XRKKX Pendapatan Negara dan Hibah 999.999

Saat pelunasan piutang jangka pendek tersebut diterima kasnya,

Kantor/Satker menjurnal dan membukukan di Buku Besar Akrual

dengan jurnal:

- Akun Uraian Akun Debet Kredit
313121 Diterima dari Entitas Lain 999.999

- 115xxx Piutang 999,999

Dan Kantor/Satker menjurnal dan membukukan di Buku Besar Kas

dengan jurnal:
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Akun Uraian Akun Debet Kredit
313121 Diterima dari Entitas Lain 999.999
- FRXXKK Pendapatan Negara dan Hibah 999.999

b) Pada saat pendapatan LO langsung diterima kasnya atau pelinasan
surat ketetapan bersamaan waktunya dengan terbit surat ketetapan,
Kantor/Satker menjurnal dan membukukan di Buku Besar Kas dan
Buku Besar Akrual dengan jurnal:

- Akun Uraian Alaurm Debet Kredit
313121 Diterima dari Entitas Lain 999.999
- AxXKEX Pendapatan Negara dan Hibah 999.999

B. PENDAPATAN-LRA
1. Definisi dan Pengakuar
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas nmum negara
yvang menampah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun
anggaran yvang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak
perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut
diterima di rekening kas umum negara Kkecuali Pendapatan BLU,
Pendapatan BLU diakui olel pemerintaly pada saat pendapatan tersebut

dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

2. Klasifikasi dan Jenis-jenis Pendapatan-LRA
Pendapatan LRA dibagi ke dalam klasifkasi sebagai berikut:
a) Pendapatan Negara Bukan Pajak
Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan uang
yvang masuk ke kas negara yang tidak berasal dari pendapatan pajak

pusat dan/atau pendapatan hibah yang diakui sebagai penambah
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SAL yang menjadi hak pemerintah dalam periode tahun anggaran
vang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pada Kementerian Perhubungan, Pendapatan Negara Bukan Pajak-
LRA antara lain mencakup:
1) Pendapatan PNBP
2) Pendapatan BLU

b) Pendapatan Hibah adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke
kas negara yang berasal dari hibah yang diterima pemerintah pusat
yvang diakui sebagai penambah SAL yang menjadi hak pemerintah
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu

dibayar kembali.

. Penguktiran

Pendapatan LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang
masiik ke kas megara dari sumber pendapatan dengan menggunakan
asas briito, yaitu pendapatan dicatat tanpa
dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikelnarkan untuk
memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi
jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan
aktivitas pihak lain dari pada pemerintaly atan penerimaan kas tersebut
berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi

banyak dan jangka waktunya singkat.

. Penvajian

Pendapatan-LRA  disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.
Pendapatan LRA disajikan dalam mata wuvang rupiah. Apabila
penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka
penerimaan tersebut dijabarkan dean dinyatakan dalam mata uang
rupiah. Penjabaran mata uwang asing tersebut menggunakan kurs pada

tanggal transaksi.

www.peraturan.go.id



5.

Ch

-90-

lustrasi Jurnal
Pada saat pendapatan LRA diterima kasnya, Kantor/Satker menjurnal
dan membukukan di Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrual dengan

jurnal:
Akun Uraian Akun Debet Kredit
313121 Diterima dari Entitas Lain 999,999
AexXXX Pendapatan Negara dan Hibah 999,999

. Perlakuan Khusus

Untuk mendapatkan nilai Pendapatan-LRA yang benar, Kementerian

Perhubungan sering melakukan koreksi atas Pendapatan LRA tersebut.

Koreksi tersebut dapat diakibatkan kesalahan pencatatan atau

pengembalian Pendapatan-LRA. Akuntansi untuk koreksi tersebut

adalah sebagai herikuit:

a) Pengembalian yvang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas
pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

b) Koreksi dan pengembalian yang sifatmya tidak berulang (non-
recurring) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan
pendapatan dibukukan sebagal pengurang pendapatan pada periode
yang sama.

c) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-
recurring) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya

koreksi dan pengembalian tersebut.
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